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QANUN ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI ACEH
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

bahwa pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat akan berhasil
dengan baik apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai

integritas, profesional dan bertanggungjawab;

bahwa proses pembentukan Komisi Independen Pemilihan sebagai
penyelenggara pemilihan umum di Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal
56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
dalam beberapa hal berbeda dengan pembentukan Komisi Pemilihan

Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, di atas,
perlu membentuk Qanun Aceh tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
di Aceh.

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4251);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4711);

8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan
Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang
bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang dipimpin oleh seorang Gubernur.



2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 vyang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan

fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis

yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

5. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dipilih
melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur dan adil.

6. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan
masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.

7. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah
Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan

urusan rumah tangga sendiri.

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang

anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dewan
Perwakilan Rakyat kabupaten/kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan

kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

10.Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil, untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh,
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.



11.Komisi Pemilihan Umum, vyang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga

penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

12.Komisi Independen Pemilihan, yang selanjutnya disingkat KIP, adalah KIP Aceh dan
KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang
diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilihan
Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan
Perwakilan Daerah, Anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur,
Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

13.Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang
dibentuk oleh KIP kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat

kecamatan.

14.Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang
dibentuk oleh KIP kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat gampong

atau nama lain/kelurahan.

15.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah
kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di

tempat pemungutan suara.

16.Badan Pengawas Pemilihan, yang selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah badan yang
bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

17.Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota,
yang selanjutnya disingkat Panwaslu Aceh dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah
panitia yang dibentuk oleh Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di

seluruh wilayah Aceh dan kabupaten/kota.

18.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan,
adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk

mengawasi pemilu di wilayah kecamatan.

19.Pengawas Pemilu Lapangan, yang selanjutnya disingkat PPL, yang dibentuk oleh

Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi pemilu di gampong atau nama lain/kelurahan.

20.Dewan Kehormatan adalah alat kelengkapan KPU dan KIP Aceh dan Bawaslu yang

dibentuk untuk menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
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BAB II
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
KIP Aceh menyelenggarakan pemilihan umum di seluruh wilayah Aceh.

KIP  Kabupaten/Kota menyelenggarakan pemilihan umum di  wilayah

kabupaten/kota masing-masing.
KIP melaksanakan tugasnya secara berkesinambungan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan umum, KIP bebas

dari pengaruh pihak manapun.

Bagian Kedua
Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan
Pasal 3
KIP Aceh berkedudukan di ibukota Provinsi Aceh.
KIP Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
Pasal 4
KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota bersifat tetap dan hirarkhis.

Dalam melaksanakan tugasnya, KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh

Sekretariat.

Tata kerja KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota, sepanjang tidak diatur oleh KPU,
diatur oleh KIP Aceh.

Pasal 5
Jumlah anggota :
a. KIP Aceh sebanyak 7 (tujuh) orang ; dan
b. KIP kabupaten/kota sebanyak 5 (lima) orang.

Susunan keanggotaan KIP Aceh terdiri atas seorang ketua merangkap anggota,

seorang wakil ketua merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota.

Susunan keanggotaan KIP kabupaten/kota terdiri atas seorang ketua merangkap

anggota dan 4 (empat) orang anggota.



